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RINGKASAN

Dalam Hukum Acarsa Perdatgftidak ada ketentuan yang
mengharuskaﬁ pe@ohon eksekusi meh@njuk kekayaan tereksekusi,
namun dalam praktek eksekusi di pengadilan negeri berlaku hal
vang sehaliknya, Alasan vyang dikemukakan oleh pihak
pengadilan negeri adalah penunjukan kekayaan tereksekusi
demikian itu berguna bagi kelancaran pelaksanaan eksekusi.

Sikap pengadilan negeri yang'demikian ternyata menjadi
penghambat pelaksanaan eksekusi dan sumber penyimpangan
terhadap peraturan eksekusi. Hambatan ini terasa dalam hal
permohionan  eksekusi diajukan atas putusan pengadilan yang
tidak didahului oleh sita jaminan atau grosse surat hutang
notariil. Masalah yang dihadapi oleh pemohon eksekusi adalah
kesulitan dalam menunjuk kekayaan tereksekusi vyang berupa
benda bergerak. Sedangkan penyiﬁpangan terhadap peraturan
eksekusi berupa permohonan eksekusi dan atau pelaksénaannya
langsung dilaksanakan terhadap’ikekayaan tereksekusi vyang
berupa benda tetap. ‘ ‘

Keharusan demikian itw diberlakukan pula oleh Pengadilan
Negeri Semarang. Dari jumlah 342 pemohon eksekusi, terdapat 4
pemohon eksekusi (1,17 %) yang méngalami kesulitan menunjuk
kekayaan debitur dalam permohonan eksekusinya.




SUMMARY
l

The Civil; Procedure of La%ﬁhasn‘t rules of point out
compulsory to.judgement debtor's%property in the execution
request, but the pengadilan h;geri unconformed in the
practice. The pengad}lan reason, that point out compulsory to
Judgement debtor’ s property was accelarated execution action.

The standpoint of pengadilan negeri was cbstruct
execution 1in action and became ignoring source of execution
rules. Thig obstruct was met by - executant when reguested
execution to pengadilan negderi punishment without garnishment
(conservatolr beslag) or acknowledgment of indebtedness. The
executant have not ability to point out Jjudgement debtor’'s
moving goods. The ignoring of execution rules namely
execution regquest and execution action direct to real
property of estate.

That compulsory was in forced on Pengadilan Negeri
Semarang. Amount 4 executants (1,17‘%) from 342 executants
have obstructed to point out compuisory to judgement debtor’'s
property.
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KATA PENGANTAR
X
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Puji syukur kami panjatkan'kehédhirat Allah swt. fang
telah melimpahkan rahmatNya, sehingga penelitian yang
berjudul : KEWAJIBAN MENUNJUK KEKAYAAN TEREKSERKUSI DALAM
PERMOHONAN EK5EKUSI PADA FPENGADILAN NEGERI (POINT  OUT
COMFULSORY TGO & JUDGMENT DEBTGR‘S PROFERTY IN THE EXECUTION
REQUEST TO FENGADILAN NEGERI) dapat selesal dengan baik.

Penelitian ini tidak mungkin dapat terlaksana dengan
baik, bilamana tidak mendapat batuan dari berbagail pihak yang
terkait.

Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada semua
pihak yang telah memberikan baantuannya.

Semarang, Februari 1994

Ketua Tim Peneliti,

Mochammad Dja ' is, S.H., CHN.
. NIP. : 130 6875 343
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BAB I
PENDAHULUAN

Menurut Iimu Hukum, hukomidibagi menjadi dua bidang,
vyaitu Hukum Materiil dan Hukum E&rmil; Hukum Materiil adalah
ketentuan huokum yang memberi hak, melindungi kepentingan dan
membebani kewajiban. Hukum Forﬁil terdiri dari ketentuan
hukum vang mengatur catra pelaksahaan ketentuan Hukum
Materiil. Hukum Acara Perdata merupakan bagian dari ketentuan
Hukum Formil, yaitu yang terdiri dari ketentuan hukum yang
mengatur penegakan ketentuan Hukum Perdata Materiil apabila
terjadi pelanggaran terhadapnvysa.

Pada dewasa ini, Hukum Acars Perdata berkembang
sedemikian pesatnya. Hal ini dikarenakan perkembangan zaman,
di mana hubungan kemasvarakatan dalam sega1a bidang menuntut
ﬁéngetahuan‘ lebih mendalam terhadap ketentuan setiap cabang
ilmu hukum, '

Jika waktu dahulu Hukum Acgars’ Perdata merupakan satu
cabang ilmu hukum, maka saat sekarang ini berkembang menjadi
beberaps cabang ilmu hukum, vaitu mulai dari Sisﬁem Peradilan
Perdata, Hukum Tuntutan (Rechtsvordering), Hukum Pembuktian
(Bewijsrecht) sampail dengan Hukum’Eksekusi (Executierecht).
Perkembangan demikian 1itu kifanya belum berhenti, karena
untuk bidang Upsaya Hukum dapat puls berkembang menjadi cabang
ilmu hukum yang berdiri sendiri, mengingat materi bahasannya
cukup luas dan tersendiri. |

Literatur vyang wmembahas secara mendalam tiap cabang
Hukum Acara Perdata di Indonesia sekarang ini belum begitu
banyak. Literatur vang ada pun belum mampu mencerminkan
perkembangan  Hukum Acara Perdata dalam praktek, karena
penulisan literatﬁr belum didasarkan pada praktek peradilan.

Hukum Eksekusi merupakan bdgian dari Hukum Acara Perdata
yvang mengatur upaya paksa dengan bantuan penguasa atas hak
penggugat/kreditur, bilamana tergugat/debitur tidak mau

secara  sukarela melaksanakan prestasi vang menjadi



kewaiibannysa.

Paksanaan yang menjadi wewenang penguasa dalam Hukum
Eksekusi sangat bermanfaat untuk merealisasi hak vang
dimiliki oleh kreditur/pemohon,eksekusi berdasarkan peraturan
perundang—undanéan atau putusanﬁbengédilan. Kemenangan yang
diberikan oleh hakim akan Sia—sié belaka apabila kemenangan
tersebut tidak. dapat direalisaéi. Kemenangan yang demikian
itu hanya merupakan kemenangan di atas kertas.





